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ABSTRAK 
NURHALIDA ZAENAL (B111 12 401). “TINJAUAN KRIMINOLOGIS 
TERHADAP KEJAHATAN PENCULIKAN ANAK (STUDI KASUS DI 
KOTA MAKASSAR TAHUN 2014-2016)”, Prof. Dr. H. Muhadar, S.H., 
M.S selaku pembimbing I dan Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku 
pembimbing II. 
  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya kejahatan penculikan anak di kota Makassar. 
Upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian untuk menanggulangi 
kejahatan penculikan anak di Kota Makassar. 
Sampel pada penelitian ini adalah para pihak yang terkait  dengan 
kejahatan penculikan anak di Kota Makassar. Selain itu dipilih juga 
narasumber dari para polisi dan pelaku. Data dikumpulkan dengan teknik 
wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif dan 
kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan kasus 
kejahatan penculikan  di Kota Makassar tergolong fluktuatif dari tahun ke 
tahun, yaitu dengan total jumlah 11 kasus dari tahun 2014 sampai 2016. 
jumlah kasus kejahatan penculikan anak yang paling banyak dilakukan 
yaitu sebanyak 4 (empat) kasus di tahun 2014 dan 2016. Sedangkan 
jumlah kasus kejahatan penculikan anak yang terendah yaitu sebanyak 3 
(tiga) kasus pada tahun 2015. 
Faktor ekonomi yang dimiliki oleh pelaku menjadi peranan utama 
mengapa seseorang melakukan kejahatan penculikan anak. Disamping itu 
faktor dendam dan faktor lingkungan ikut mempengaruhi seseorang 
melakukan kejahatan. Adapun faktor terjadinya kejahatan penculikan anak 
di kota Makassar dari segi korban yang menarikpelaku untuk melakukan 
aksi kejahatan. Upaya mencegah kejahatan penculikan anak di Kota 
Makassar adalah dengan upaya preventif dan upaya represif yang 
dilakukan oleh kepolisian dan peran serta dari masyarakat. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha 
Esa yang harus dijaga karena pada anak juga melekat harkat, martabat, 
dan hak-hak sebagai bagian dari manusia yang harus dijunjung tinggi. 
Realitas keadaan anak di muka bumi ini masih belum menggembirakan 
nasib mereka belum seindah ungkapan verbal yang kerap kali 
memposisikan anak sebagai sesuatu yang bernilai, penting, dan sebagai 
penerus masa depan bangsa dan Negara. Anak sangat rentan menjadi 
korban dalam suatu kejahatan (victim of crime). 
Anak sering kali menjadi objek dalam hal pengebirian dan 
pelecehan hak-hak. Hal ini disebabkan karena adanya ketidakberdayaan 
terhadap seorang anak. Kejahatan terhadap seorang anak seperti 
perampasan, penculikan maupun kejahatan yang bernuansa seksual 
seperti pencabulan dan perkosaan sangat sering terjadi akhir-akhir ini. 
Keadaan yang seperti ini tidak hanya terjadi hampir diseluruh muka bumi 
ini. Meskipun saat ini anak dilindungi oleh undang-undang namun tetap 
saja belum menujukkan hasil yang signifikan. Bahkan pada beberapa 
kasus perdebatan tampaknya sangat sulit dihindari sebab setiap daerah di 
negeri ini mempunyai kompleksitas dan besaran yang berbeda-beda. 
Indonesia sebagai bagian dari masyarakat  internasional, juga 
telah membuat Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
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Manusia, untuk melindungi hak-hak masyarakatnya dari pelanggaran 
HAM yang dimana anak juga termasuk  sebagai subyek masyarakat. Hak 
asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 
1945) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (HAM). Dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara 
anak merupakan masa depan bangsa dan negara serta generasi penerus 
cita-cita bangsa. Sebagai penerus bangsa, anak akan dapat tumbuh dan 
berkembang dengan baik apabila sarana dan prasarana terpenuhi. Anak 
harus tumbuh dan berkembang secara wajar baik secara jasmani, rohani, 
maupun sosial agar kelak mampu memikul tanggungjawabnya, dengan 
demikian anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, 
berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari kekerasan. 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
hanya terdapat satu pasal yang mengatur masalah hak anak secara 
khusus, yaitu Pasal 28B Ayat (2) yang menegaskan bahwa, setiap anak 
berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak 
atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 
Berdasarkan ketentuan pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut diatas, maka UUD 
1945 tidak mengatur secara spesifik mengenai hak anak yang berkonflik 
dengan hukum, karena dalam pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 tersebut di 
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atas, hanya mengatur hak-hak anak dalam keadaan atau kondisi normal 
atau tidak berkonflik dengan hukum. 
Ketentuan peraturan perundang-undangan yang khusus 
mengatur hak-hak anak yang sedang berkonflik dengan hukum adalah 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 
16 Ayat (1) sampe dengan Ayat (3), menegaskan bahwa: 
(1) Setiap Anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran 
penganiayaan, penyiksaan, dan penjatuhan hukuman yang tidak 
manusiawi. 
(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan 
hukum. 
(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya 
dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya 
dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. 
Berdasarkan ketentuan pasal 16 tersebut di atas, maka tampak dengan 
jelas bahwa hak-hak anak yang sedang berkonflik dengan hukum adalah 
hak untuk tidak mendapat penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, 
serta hak untuk tidak mendapat penangkapan, penahanan, penjara 
kecuali hanya bisa dijadikan sebagai upaya terakir, artinya upaya 
penangkapan penahanan atau pidana penjara sedapat mungkin tidak  
dilakukan kepada anak, tetapi bisa dilakukan terhadap anak hanya 
sebagai upaya terakhir, apabila segala upaya-upaya sebelumnya tidak 
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dapat menyelesaikan persoalan yang sedang dilakukan oleh anak, 
barulah bisa dilakukan hal tersebut di atas. 
 Meskipun pemerintah telah membuat peraturan perundang-
undangan mengenai perlindungan anak (UU No 35 Tahun 2014) serta 
menjamin Hak Asasi Anak (UU No 39 Tahun 1999), namun kenyataannya 
pelanggaran terhadap hak-hak anak masih saja sering terjadi. 
Pelanggaran HAM anak bukan hanya mengenai eksploitasi anak saja 
tetapi juga meliputi kejahatan-kejahatan yang terjadi pada anak. Misalnya 
kejahatan kesusilaan yang terjadi pada anak. Bukan hanya kejahatan 
kesusilaan yang terjadi pada anak namun kejahatan penculikan anak juga 
kerap terjadi yang menjadikannya korban akhir-akhir ini. Kasus penculikan 
terhadap anak kembali mengundang perhatian masyarakat, dan 
menambah deretan kasus penculikan anak di Indonesia. Sebagian besar 
dari jumlah korban kasus penculikan anak ditemukan dalam keadaan 
sudah tidak bernyawa lagi. Sebagian lagi menjadi korban eksploitasi 
seksual, dipekerjakan secara paksa dan bahkan ada yang 
diperdagangkan ke luar negeri. Salah satu yang memiliki andil yang cukup 
besar serta peranan yang sangat besar dalam kasus penculikan anak 
adalah pelaku itu sendiri. 
 Penggunaan kajian kriminologis karya tulis ini bertujuan untuk 
membuka cakrawala berpikir tentang penyebab kasus penculikan 
terhadap anak yang yang bersumber dari pihak pelaku. Berdasarkan 
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permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti judul ”Tinjauan 
Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penculikan Anak Di Kota Makassar” 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana 
penculikan anak di kota Makassar ? 
2. Bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam 
menanggulangi adanya korban dalam tindak pidana penculikan 
anak di kota Makassar ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian mengenai tinjauan kriminologis terhadap kasus 
penculikan terhadap anak di kota Makassar bertujuan : 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 
kejahatan penculikan anak di kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak 
kepolisian dalam menanggulangi adanya kejahatan penculikan 
anak di kota Makassar. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :  
1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah perbendaharaan 
dan pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum pidana di 
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Indonesia dan secara khusus untuk mengurangi terjadinya korban 
dalam kasus penculikan  terhadap anak.  
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan 
informasi dan referensi bagi siapa saja yang membutuhkan 
3. Sebagai sumber ilmu pengetahuan baru bagi penulis sendiri. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kriminologi 
1. Pengertian Kriminologi 
Bagi orang yang baru pertama kali mendengar istilah kriminologi, 
biasanya akan memiliki pemikiran sendiri tentang pengertian dari kata 
tersebut. Kebanyakan dari mereka memiliki persepsi yang salah tentang 
bidang ilmu pengetahuan ilmiah kriminologi ini. Sebagian besar orang 
memiliki persepsi bahwa kriminologi adalah suatu studi pendidikan ilmu 
hukum. Kata kriminologi yang berhubungan dengan kejahatan, serta 
merta dikaitkan dengan pelanggaran hukum pidana. Ada juga yang 
mengaitkan kriminologi dengan pekerjaan detektif karena detektif bertugas 
untuk mengungkap suatu peristiwa kejahatan dan menangkap pelakunya. 
Hal ini tidak salah sepenuhnya, tetapi tidak bisa dikatakan benar. 
Kriminolgi, (criminology dalam bahasa Inggris, atau kriminologie 
dalam bahasa Jerman) secara bahasa berasal dari bahasa latin, yaitu 
kata ”crimen” dan ”logos”. Crimen berarti kejahatan, dan logos berarti ilmu. 
Dengan demikian kriminologi secara harafiah berarti ilmu yang 
mempelajari tentang penjahat. Istilah kriminologi pertama kali digunakan 
oleh P. Topinard, seorang sarjana Perancis, pada akhir adab ke sembilan 
belas. Namun demikian, bidang penelitian yang sekarang ini dikenal 
sebagai salah satu bidang yang berkaitan dengan ilmu kriminologi telah 
terbit lebih awal, misalnya karya-karya yang dikarang oleh:  
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1. Cesare Beccaria (1738-1794)  
2. Jeremy Bentham (1748-1832)  
3. Andre Guerry, yang mempublikasikan analisa tentang penyebaran 
geografis kejahatan di Perancis tahun 1829  
4. Ahli matematika Belgia, Adolphe Quetelet, menerbitkan sebuah karya 
ambisius tentang penyebaran sosial kejahatan di Perancis, Belgia, 
Luxemburg, dan Belanda pada tahun 1835  
5. Cesare Lambroso (1835-1909) dan muridnya Enrico Ferri (1856-1928) 
menggunakan metode antropologi ragawi (antropobiologi) 
mengembangkan teori kriminalitas berdasarkan biologis.  
Kriminologi kemudian berkembang sebagai ilmu pengetahuan 
ilmiah, yang mana dalam perkembangannya, kriminologi modern terpisah-
pisah melandaskan diri pada salah satu cabang ilmu pengetahuan ilmiah  
tertentu, yaitu sosiologi, hukum, psikologi, psikiatri, dan biologi. 
Kriminologi yang berkembang di Indonesia, khususnya yang 
dipelajari dan dikembangkan di FISIP UI, melandaskan diri pada disiplin 
sosiologi, yang sering disebut sebagai sosiologi praktis. Disini kriminologi 
memandang suatu kejahatan sebagai gejala sosial yang dipelajari secara 
sosiologis. 
Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan dari berbagi aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan 
oleh P.Topinard (1830-1911). Seseorang ahli antropologi perancis. 
Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata crime yang berarti 
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kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi 
dapat berarti ilmu tentang kejahatan.1 
Menurut J.Costan, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang 
bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab dari 
terjadinya kesehatan dan penjahat.2 
Selain itu Romli Atmasasmita mengemukakan pula bahwa:3 
Pengertian kriminologi ditinjau dari arti sempit adalah mempelajari 
kejahatan. Sedangkan kriminologi dalam arti luas, kriminologis 
mempelajari penology dan metode-metode yang berkaitan dengan 
kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan – 
tindakan yang bersifat non-penitif. secara tegas dapat dikatakan 
bahwa batasan kejahatan dalam arti yuridis adalah : tingkah laku 
manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. 
 
 G.P. Hoefnagel menyatakan bahwa kriminologi merupakan suatu 
ilmu pengetahuan empiris yang untuk sebagian dihubungkan dengan 
norma hukum yang mempelajari kejahatan serta proses-proses formal, 
informal, kriminalisasi dan dekriminalisasi situasi kejahatan-kejahatan 
masyarakat. Sebab-sebab dan hubungan sebab-sebab kejahatan serta 
seaksi dan respon-respon resmi maupun tidak resmi terhadap 
kejahatan,penjahat dan masyarakat oleh pihak diluar penjahat itu sendiri.4 
Sementara Soedjono Dirjosisworo memberikan definisi bahwa 
kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab dan akibat. 
                                                          
1 A.S. Alam dan Amir Ilyas, Pengantar Kriminologi (Makassar: Pustaka Refleksi Books, 
2010), hlm.1. 
2 B.Bosu, Sendi-Sendi Kriminologi (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 12. 
3 Romli Atmasasmita, Bunga Rampai Kriminologi (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 1-2. 
4 Mulyana W. Kusumah, Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Bandung: Armico, 1984) 
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Perbaikan maupun pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia 
dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan 
secara lebih luas lagi.5 
Constant memberikan pengertian bahwa kriminologi adalah ilmu 
pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi 
sebab-musabab terjadinya suatu kejahatan dan penjahat.6 
Berdasarkan dari beberapa pandangan diatas, sangat jelas bagi kita 
bahwa kriminologi itu adalah ilmu yang mengkaji hal yang berhubungan 
dengan masalah kejahatan. 
Penelitian-penelitian kriminologi meliputi berbagai faktor, yang secara 
umum meliputi:  
1. Penelitian tentang sifat, bentuk, dan peristiwa tindak kejahatan serta 
persebarannya menurut faktor sosial, waktu, dan geografis.  
2. Ciri-ciri fisik dan psikologis, riwayat hidup pelaku kejahatan 
(yangmenetap) dan hubungannya dengan adanya kelainan perilaku.  
3. Perilaku menyimpang dari nilai dan norma masyarakat, seperti 
perjudian, pelacuran, homoseksualitas, pemabukan, dsb.  
4. Ciri-ciri korban kejahatan.  
5. Peranan korban kejahatan dalam proses terjadinya kejahatan.  
6. Kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana.  
                                                          
5 Soedjono Dirdjosisworo, Sinopsis Kriminologi Indonesia (Bandung: CV. Mandar Maju, 
1983), hlm. 11. 
6 Abdulsyani, Sosiologi Forminalitas Remaja (Bandung: Balai Karya, 1987), hlm. 10. 
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7. Sistem peradilan pidana, yang meliputi bekerjanya lembaga 
kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan penghukuman dalam 
menangani pelaku pelanggaran hukum pidana sebagai bentuk reaksi 
sosial formal terhadap kejahatan.  
8. Metode pembinaan pelaku pelanggaran hukum.  
9. Struktur sosial dan organisasi penjara.  
10. Metode dalam mencegah dan mengendalikan kejahatan.  
11. Penelitian terhadap kebijakan birokrasi dalam masalah kriminalitas, 
termasuk analisa sosiologis terhadap proses pembuatan dan 
penegakan hukum.  
12. Bentuk-bentuk reaksi non-formal masyarakat terhadap kejahatan, 
penyimpangan perilaku, dan terhadap korban kejahatan.  
 
2. Ruang Lingkup Kriminologi  
Menurut  A.S. Alam ruang lingkup pembahasan Kriminologi meliputi 
tiga hal pokok,yaitu :7 
1. Proses pembuatan Hukum pidana dan acara pidana (making 
laws). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana 
(process of making laws) meliputi : 
a. Definisi kejahatan  
b. Unsur-Unsur kejahatan 
c. Relativitas pengertian kejahatan  
                                                          
7 A.S. Alam dan Amir Ilyas, op.cit, hlm. 2-3. 
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d. Penggolongan kejahatan 
e. statistik kejahatan. 
2. Etiologi Kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan 
terjadinya kejahatan (breaking of laws). Sedangkan yang dibahas 
dalam etiologi criminal (breaking of laws). meliputi : 
a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi 
b. Teori-teori kriminologi 
c. Berbagi perspektif kriminologi 
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum, (reacting toward the 
breaking of laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan 
kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga 
reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya 
pencegahan kejahatan (criminal prevention). Selanjutnya yang 
dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan  terhadap 
pelanggar-pelanggar hukum (Reacting Toward the Breaking 
laws). meliputi : 
a. Teori-teori penghukuman 
b. Upaya-upaya penaggulangan/ pencegahan kejahatan baik 
Berupa tindakan pre-entif, preventif, represif, dan        
rehabilitative. 
Secara umum dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari 
tentang kejahatan yaitu norma-norma yang ada dalam peraturan pidana, 
yang kedua yaitu mempelajari pelakunya yang sering disebut penjahat. 
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Dan yang ketiga bagimana tanggapan atau reaksi masyarakat terhadap 
gejala-gejala timbul dalam masyarat. 
 
3. Pembagian Kriminologi  
Menurut  A.S. Alam kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan 
besar, yaitu :8 
1. Kriminologi Teoritis 
 secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima cabang 
pengetahuan.Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya 
mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis. Kelima cabang 
pengetahuan tersebut,terdiri atas : 
a. Antropologi Kriminal : 
Antropologi kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang 
mepelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seseorang 
penjahat. Misalnya: menurut C. Lamboroso ciri seseorang 
penjahat diantaranya tengkoraknya panjang rambutnya lebat, 
tulang plipisnya menonjol keluar, dahinya mencong,dan 
seterusnya. 
b. Sosiologi Kriminal : 
Sosiologi kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan sebagai gejala sosial, yang termasuk didalam kategori 
sosiologi kriminal adalah : 
                                                          
8 Ibid, hlm.4-7. 
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- Etiologi sosial  : 
Yaitu ilmu yang mepelajari tentang sebab-sebab timbulnya 
suatu kejahatan. 
- Geografis : 
Yaitu imu yang mepelajari pengaruh timbal balik antara letak 
suatu daerah dengan kejahatan. 
- Klimatologis : 
Yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik anatara 
cuaca dan kejahatan. 
c. Psikologi Kriminal : 
Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut 
ilmu jiwa. Yang termasuk dalam golongan ini adalah :  
- Tipologi :  
Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan 
penjahat. 
- Psikologi Sosial Kriminal : 
Yaitu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu 
jiwa sosial. 
d. Psikologi dan Neuro Phatology Kriminal : 
Yaitu ilmu yang pengetahuan yang mempelajari tentang 
penjahat yang sakit jiwa gila. Misalnya mempelajari penjahat-
penjahat yang masih dirawat dirumah sakit jiwa,seperti : Rumah 
Sakit jiwa Dadi Makassar. 
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e. Penologi : 
Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah,arti 
dan faedah hukum 
1. Kriminologi Praktis :  
Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk 
memberantas kejahatan yang timbul dalam masyarakat. 
Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini adalah :  
a. Hygiene Kriminal : 
Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk 
memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. 
b. Politik Kriminal : 
Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagimakah 
caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya 
kepada terpidana agar ia dapat menyadari 
kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan 
kejahatan lagi.  
c. Kriminalistik (polisi scientific)  
Ilmu tentang penyidikan teknik kejahatan dan 
penangkapan pelaku kejahatan. 
 
4.  Aliran Pemikiran dalam Kriminologi  
Dalam kriminologi,dikenal beberapa macam aliran pemikiran. 
Aliran pemikiraan dari krminologi itu sendiri menurut I.S.Susanto adalah 
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cara (pandang acuan perspektif,paradigma) yang digunakan oleh para 
krminologi dalam melihat, menafsirkan, menanggapi dan menjelaskan 
fenomena kejahatan.  
Dalam kriminologi dikenal tiga aliran pemikiran untuk menjelaskan 
fenomena kejahatan yaitu kriminologi klasik,positivis, dan kritis, yaitu : 
1. Kriminologi klasik  
Seperti halnya dengan pemikiran klasik pada umumnya yang 
menyatakan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri-ciri 
yang fundamental manusia dan menjadi dasar untuk memberikan 
penjelasan perilaku manusia,baik yang bersifat perorangan 
maupun kelompok, maka masyarakat dibentuk sebagaimana 
adanya sesuai dengan fola yang dikehendakinya.Ini berarti bahwa 
manusia mengontrol nasibnya sendiri, baik sebagai individu 
maupun masyarakat. Begitu pula kejahatan dan penjahat pada 
umumnya dipandang dari sudut hukum,artinya kejahatan adalah 
perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana,sedangkan 
penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan,kejahatan 
dipandang sebagai hasil pilihan bebas dari individu yang menilai 
untung ruginya melakukan kejahatan. Tanggapan rasional yang 
diberikan oleh masyarakat adalah agar individu tidak melakukan 
pilihan dengan berbuat kejahatan yaitu dengan cara meningkatkan 
kerugian yang harus dibayar dan sebaliknya dengan menurunkan 
keuntungan yang dapat diperoleh dari melakukan kejahatan. Dalam 
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hubungan ini, maka tugas kriminologi adalah membuat pola dan 
menguji sistem hukuman yang akan meminimalkan tindak 
kejahatan. 
2. Kriminologi positivis  
     Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku 
manusia dibentuk oleh faktor-faktor diluar kontrolnya,baik yang 
berupa faktor biologis merupakan kultural.ini berarti bahwa manusia 
bukan mahluk yang bebas untuk berbuat menuruti dorongan 
kehendaknya dan intelegensinya,akan tetapi mahluk yang dibatasi 
atau ditentukan oleh situasi biologis atau kulturalnya. 
 Aliran positivis dalam kriminologi mengarahkan pada usaha 
untuk menganalisis sebab-sebab perilaku  kejahatan melalui studi 
ilmiah ciri-ciri penjahat dari aspek fisik, sosial dan kultural. Oleh 
karena kriminologi positivis dalam hal-hal tertentu menghadapi 
kesulitan untuk menggunakan batasan undang-undang,akibatnya 
mereka cenderung untuk memberikan batasan kejahatan secara 
ilmiah, yaitu lebih mengarahkan pada batasan terhadap ciri-ciri 
perilaku itu sendiri dari pada  perilaku yang didefinisikan oleh 
undang-undang. 
3. Krminolgi kritis 
Aliran pemikiran ini tidak berusaha untuk menjawab persoalan-
persoalan apakah perilaku manusia itu bebas ataukah ditentukan, 
akan tetapi lebih mengarahkan pada proses-proses yang dilakukan 
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oleh manusia dalam membangun duniahnya dimana dia hidup. 
Dengan demikian akan mempelajari proses-proses dan kondisi-
kondisi yang mempengaruhi pemberian batasan kejahatan pada 
orang-orang dan tidakan-tindakan tertentu pada waktu dan tempat 
tertentu 
 
B. Kejahatan 
1. Pengertian kejahatan 
Moeljatno mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan yang oleh 
aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang 
siapa yang melanggar larangan tersebut.9 
Pengertian kejahatan menurut tata bahasa adalah :10 
“perbuatan atau tindakan yang jahat” yang lazim orang 
ketahui atau mendengarperbuatan jahat seperti 
pembunuhan, pencurian, pencabulan, penipuan, 
penganiayaan dan lain-lainyang dilakukan oleh manusia. 
Kalau kita perhatikan rumusan dari pada Pasal-Pasal pada 
KUHP. 
Kejahatan adalah11 
 
Semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku secara 
ekonomis, politis dan sosiopsikologis sangat merugikan 
masyarakat, melanggar norma susila dan menyerap 
keselamatan warga (baik yang belum tercantum dalam 
undang-undang maupun yang belum tercantum dalam 
Undang-undang pidana) 
 
                                                          
9 Basar Sudrajat, Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP (Bandung: CV. Remaja 
Karya, 1986), hlm. 2. 
10 Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm.42. 
11 Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepimpinan (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), hlm.138. 
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Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks dan 
dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda , itu sebabnya 
dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar 
tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang 
lain.  
 Kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat ada berbagai 
macam jenisnya tergantung pada sasaran kejahatannya. 
Sebagaimana dikemukakan oleh Mustofa bahwa jenis kejahatan 
menurut sasaran kejahatannya, yaitu kejahatan terhadap badan 
(pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan), kejahatan terhadap 
harta benda (perampokan, penipuan, pencurian), kejahatan 
terhadap ketertiban umum (pemabukan dan perjudian) dan 
kejahatan terhadap keamanan Negara. Sebagian kecil dari 
bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena 
beberapa faktor luar , sebagian besar disebabkan karena 
ketidakmampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang 
dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma 
yang berlaku dalam masyarakat.12   
 Menurut Budianto bahwa salah satu penyebab tingginya 
kejahatan di Indonesia adalah tingginya angka pengangguran, 
maka kejahatan akan semakin bertambah jika masalah 
pengangguran tidak segera diatasi. Sebenarnya masih banyak 
                                                          
12 Muhammad Mustofa,Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang 
dan Pelanggaran Hukum, (Jakarta: Fisip UI Press,2005), hlm.47 
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penyebab kejahatan di Indonesia, misalnya kemiskinan yang 
meluas, kurangnya fasilitas pendidikan, bencana alam, urbanisasi 
dan industrialisasi serta kondisi lingkungan yang memudahkan 
orang untuk melakukan berbagai macam kejahatan13  
        Selanjutnya Arif Gosita (1993 ; 99) menyatakan bahwa : 
 Yang dimaksud dengan kejahatan disini adalah kejahatan 
dalam arti luas Tidak hanya dirumuskan oleh undang-undang 
pidana saja tetapi juga tindakan-tindakan yang menimbulkan 
penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat.Tidak 
atau belum dirumuskan dalam undang-undang oleh karena situasi 
dan kondisi tertentu. 
 
           Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan merupakan 
suatu kejahatan atau bukan harus memenuhi unsur-unsur pembuat 
dan paerbuatan yang yang masing-masing unsur tersebut memiliki 
unsur tersendiri sebagaimana yang dikemukakan oleh Andi Zainal 
Abidin Farid (1995;224) 
 Berdasarkan pendapat dari Andi Zainal Abidin, maka dapat 
diperinci bahwa unsur-unsur kejahatan adalah : 
1. Pembuat 
- Pembuat dalam melakukan suatu kejahatan dapat 
dilakukan karena sengaja dan dapat juga terjadi 
karena kelalaian atau kurang hati-hati atau tidak 
disengaja. 
- Pembuat dalam melakukan suatu kejahatan harus 
dapat dipertanggung jawabkan sekalipun 
                                                          
13 Ibid 
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perbuatannya adalah perbuatan pidana tidak dapat 
dipidana. 
- Tidak ada alasan pemaaf maksudnya tidak ada 
alasan yang dapat membuat si pelaku dinyatakan 
bersalah. 
2. Perbuatan 
- Mencocoki rumusan delik maksudnya seseorang yang 
dinyatakan bersalah harus dibuktikan kesalahannya 
menurut pasal yang dituduhkan kepadanya misalnya 
si A dituduh melakukan pencurian (melanggar Pasal 
362 KUHP). Semua unsur-unsur yang ada dalam 
pasal 362 tersebut harus dibuktikan. 
- Ada sifat melawan hukum termasuk sifat melawan 
hukum materiil dan sifat melawan hukum formil. 
Maksudnya ada perbuatan yang dilakukan  baik yang 
diatur dalam undang-undang maupun yang tidak 
diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini nilai-nilai 
yang hidup di dalam masyarakat. 
- Tidak ada alasan pembenar yakni tidak ada alasan 
yang membenarkan perbuatan si pembuat. 
Pengaturan kejahatan dapat dikelompokkan dalam dua jenis 
yaitu kejahatan yang terdapat dalam kodifikasi dan kejahatan yang 
terdapat dalam luar kodifikasi . Kejahatan yang terdapat dalam 
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kodifikasi atau dalam KUHPidana adalah semua kejahatan yang 
diatur dalam Buku II KUHP seperti pencurian, pembunuhan, 
penganiayaan, penghinaan, perkosaan, dan lain-lain. Sedangkan 
kejahatan yang terdapat di luar kodifikasi atau di luar KUHP seperti 
tindak pidana Korupsi, tindak pidana narkotika dan psikotropika, 
tindak pidana lingkungan hidup dan sebagainya. Kesemuanya ini 
termasuk kejahatan dari sudut pandang yuridis 
Kejahatan dilihat dari sudut pandang sosiologi menurut 
Brown adalah: 
Setiap pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat. 
Akhirnya dapat dikatakan bahwa kejahatan dari sudut 
pandang sosiologis adalah segala perbuatan yang oleh 
masyarakat dianggap tercela tanpa melihat apakah 
perbuatan itu dapat dihukum atautidak ada ketentuan yang 
menyatakan bahwa perbuatan itu patut dihukum. 
 
2. Kejahatan Sebagai Realitas Sosial 
 Perubahan-perubahan kondisi ekonomi, sistem politik, 
situasi sosio-historik, nilai-nilai dan norma-norma, hubungan-
hubungan kekuasaan dan hukum yang berlangsung sering kali 
berdampak ganda , pada sutu pihak memperlihatkan hasil-hasil 
yang bermanfaat bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat 
dalam arti luas termasuk terpenuhinya kebutuhan akan rasa 
aman sedangkan pada pihak lain juga menghasilkan semakin 
kompleksnya interaksi faktor-faktor kriminogenik yang 
melatarbelakangi timbulnya berbagai bentuk kejahatan. 
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 Di wilayah perkotaan, pertumbuhan faktor-faktor 
kriminogenik ini tidak lepas kaitannya dengan pengembangan 
fungsi kota secara administratif maupun komersial serta 
keadaan Kota yang semakin menjadi simpul interaksi sosial 
budaya yang sangat mempengaruhi nilai, norma, pandangan, 
sikap, dan prilaku warganya. 
 Ketidakmapanan eko-sosial Kota dirasakan bertambah 
ketika Kota tampil sebagai tempat persemaian unsur-unsur 
sistem budaya modern , sarat oleh timbulnya modernitas serta 
segenap nilai-nilai di sekitarnya, padat oleh kemajuan. 
 Di Idonesia, selama sewindu terakhir perkembangan 
kejahatan adalah sebagai berikut : 
Kemajuan techno-ekonomis,penuh dengan hampir seluruh 
fasilitas pelayanan dan industri jasa, yang pada gilirannya 
menimbulkan peningkatan tuntutan kebutuhan warga, 
pertambahan daya tari kota, dan lahirnya masalah-masalah 
sosial yang dialami oleh sebagian warga kota. 
  Kenyatan-kenyataan seperti itulah yang terjadi di 
kota-kota Dunia ke tiga. Di Afrika misalnya, Eric Paul Kibuka 
mengemukakan bahwa kejahatan yang berkembang 
mempunyai kaitan yang erat dengan pertumbuhan Kota yang di 
tandai oleh heterogenitas dan anonimitas, perubahan-
perubahan sosial, persaingan, orientasi materialistik dan 
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bangkitnya kecenderungan-kecenderungan individualisme. 
Kondisi ini jelas mengurangi pengendalian internal maupun 
eksternal terhadap kejahatan. Di wilayah perkotaan jelas 
terdapat banyak kemungkinan untuk persekutuan pelanggar 
hukum yang akan semakin mempertinggi kualitas kejahatan. 
Peluang untuk melakukan kejahatan konvensional juga 
bertambah, sementara Kota menyediakan pasaran bagi barang-
barang hasil kejahatan. Kota pun seakan-akan memberi fasilitas 
bagi bentuk dan dimensi baru kriminalitas tinggal di kota-Kota  
dan pedesaan. 
  Pengkajian mendalam bagi realitas sosial kejahatan di 
Indonesia perlu dilakukan dengan memahami konteks persoalan 
tersebut karena kejahatan pada dasarnya adalah respons-
respons rasional terhadap bekerjanya sistem ekonomi dominan 
yang ditandai oleh persaingan serta berbagai bentuk 
ketidakmerataan pemilikan sumber daya-sumber daya pokok. 
  Usaha awal untuk memahami realitas sosial 
kejahatan pada umumnya mengacu pada perkembangan 
kuantitatif kejahatan dalam kurun waktu tertentu. 
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C. Anak 
1. Pengertian Anak  
Adapun beberapa pengertian anak menurut beberapa sumber 
dapat dilihat sebagai berikut ; 
1. Pengertian anak menurut Hukum Pidana:  
Pengertian anak menurut Hukum Pidana terdapat dalam Pasal 
45 KUHP yang mendefenisikan mengenai batas pertanggungjawaban 
pidana untuk anak yang belum dewasa atau anak yang umurnya belum 
cukup 16 (enam belas) tahun. Pasal ini sudah tidak berlaku lagi karena 
pasal ini telah dicabut oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 
tentang Peradilan  Anak.  
2. Pengertian anak menurut Hukum Perdata :  
Dalam KUHPerdata Pasal 330 ayat 1 didefenisikan bahwa 
anak yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai umur 21 
(dua puluh satu) tahun dan tidak pernah kawin sebelumnya.  
3. Pengertian anak menurut Hukum Islam :  
Menurut Hukum Islam, anak disebut orang yang belum baliq atau 
belum berakal dimana mereka dianggap belum cakap untuk berbuat 
atau bertindak.  
Menurut Subekti bahwa anak dikatakan di bawah umur atau 
belum dewasa apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:  
a. Belum berumur 16 (enam belas) tahun.  
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b. Belum kawin, apabila telah kawin sebelum berumur 16 (enam 
belas tahun), berarti ia dikatakan telah dewasa dan apabila 
perkawinannya bubar sebelum ia berumur 18 (delapan belas) 
tahun, maka ia tidak kembali seperti semula tetapi dianggap 
telah dewasa.  
c. Belum dapat hidup sendiri atau masih ikut orang tuanya. Dalam 
hukum adat tidak ditemukan ketentuan yang dengan tegas 
menetapkan batas umur kedewasan, hal ini disebabkan karena 
hukum adat Indonesia yang tidak tertulis. Tetapi menurut para 
pakar hukum adat  
Indonesia ukuran kedewasan adalah :  
a. Dapat bekerja sendiri   
b. Cakap dan bertanggung jawab dalam masyarakat   
c. Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri  
d. Telah menikah   
e. Berusia 21(dua puluh satu) tahun   
Selain pengertian anak di atas yang telah dijelaskan maka 
penulis juga menjelaskan beberapa pengertian anak menurut peraturan 
perundangundangan yang berlaku di Indonesia mengenai anak, sebagai 
berikut :  
Di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa :  
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“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”  
 
Di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan  Anak, 
pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut :  
“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan 
belas) tahun dan belum pernah kawin.”  
 
Di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 
Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) sebagai berikut : 
 “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua 
puluh satu) tahun.” 
 
Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun1999 tentang Hak Asasi 
Manusia, anak didefenisikan dalam Pasal 1 ayat (5) sebagai berikut:  
“Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 
(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi 
kepentingannya.”  
 
4. Pengertian anak menurut konvensi tentang Hak-hak Anak 
(Convention on The Right of The Child)  
Pengertian anak menurut konvensi ini, tidak jauh berbeda 
dengan pengertian anak menurut beberapa perundang-undangan lainnya.  
Anak menurut konvensi hak anak adalah sebagai berikut :  
“Anak adalah setiap manusia di bawah umur 18(delapan belas) 
tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, 
kedewasaan dicapai lebih awal.”  
 
2. Batas Usia Anak 
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          Secara umum peraturan perundang-undangan di berbagai 
negara terutama pada pendekatan usia tidak ada keseragaman 
perumusan tentang anak. Kaitannya dengan itu, maka Suryana Hamid 
menguraikan bahwa di Amerika, batas umur anak delapan sampai 
delapan belas tahun.14 Di Australia disebut anak apabila berumul minimal 
8 tahun dan maksimal 16 tahun, di Inggris batas umur anak 12 tahun dan 
maksimal 16 tahun, sedangkan di Belanda yang disebut anak adalah 
apabila umur antara 12 sampai 18 tahun, demikian juga di Srilangka, 
Jepang, Korea, Filipina, Malaysia dan singapore. 
Selanjutnya Task Force on Juvenile Delinquency Prevention 
menentukan bahwa batas umur anak yang bisa dipertanggungjawabkan 
menurut hukum pidana adalah berumur 10 sampai 18 tahun. Resolusi 
PBB Nomor 40/33 tentang Standard Minimum Rule for the Administration 
of Juvenile Justice, menentukan batas umur anak 7 sampai 18 tahun. 
Sedangkan bila ingin bertitik tolak dari laporan penelitian 
Katayen H Cama batas umur minimal bervariasi dari umur 7 – 15 tahun. 
Hal ini dipertegas dengan redaksional sebagai berikut :15 
Bahwa dalam tahun 1953 berdasarkan laporan Katayen H 
Cama, Hakim pengadilan Anak Bombay, India yang mengadakan 
research untuk Departemen Sosial dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atas 
                                                          
14 Suryana Hamid, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (Jakarta: 
PPPKPH-UI, 2004), hlm.21. 
15 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya 
(Bandung: Alumni, 2007), hlm.16-17. 
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permintaan Social Commison dari Economic and Social Council 
menyatakan, bahwa : 
1. Di Bima, Ceylon dan Pakistan, seorang anak di  bawah usia 
dianggap tidak melakukan kejahatan; 
2. Di Jepang, tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak 
kurang dari 14 tahun tidak dapat dihukum; 
3. di Filipina, anak-anak di bawah 9 tahun, dan di Muangthai anak-anak 
di bawah 7 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara 
kriminal; 
Di Bima, Ceylon dan Pakistan, seorang anak di antara umur 7 
tahun dan di bawah 12 tahun dan Filipina seorang anak di antara umur 9 
tahun dan di bawah 15 tahun tidak dapat dipertangggungjawabkan atas 
tindak pidana yang dilakukannya, apabila ia pada waktu melakukannya 
belum dapat menghayati bahwa apa yang dilakukannya adalah salah. 
Sedangkan untuk batasan umur maksimal 18 tahun dirasakan 
cukup representatif dengan kebanyakan hukum positif Inndonesia (UU 
1/1974, UU 12/1995, UU 3/1997) serta juga identik pada ketentuan umur 
di 27 Negara Bagian Amerika Serikat, kemudian Negara Kamboja, 
Taiwan, Iran serat sesuai dengan ketentuan pasal 1 Convention On The 
Rights Of The Child (konvensi tentang hak-hak anak) dari Sidang Majelis 
Umum PBB yang diterima tanggal 20 November 1989 dan di Indonesia 
disahkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 36 tahun 1990 (LNRI 
tahun 1990 nomor 57) tanggal 25 Agustus 1990. 
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Berbagai batas umur seperti diuraikan diatas, nampak ada 
kesamaan antara negara-negara yakni disebut anak apabila batas 
minimal 17 tahun dan batas maksimal 18 tahun. Walaupun demikian ada 
juga negara yang mematok usia anak terendah 6 tahun dan tertinggi 20 
tahun, seperti Iran dan Srilangka. Perbedaan ini dapat saja terjadi karena 
adanya perbedaan pandangan yang disebabkan oleh kondisi sosial 
budaya masyarakat dari negara tersebut. 
Menurut pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 
1997 adalah sebagai berikut : 
Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah 
mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 
18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal 
adalah : a. Anak yang melakukan tindak pidana, b. Anak yang 
melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak baik menurut 
peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan 
hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang 
bersangkutan 
 
Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : 
Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan 
belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih 
dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingan. 
 
D. Ketentuan Pidana Penculikan Anak 
Sebelum penulis menyebutkan ketentuan tindak pidana, terlebih 
dahulu akan dijelaskan pengertian penculikan. Menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesi (KBBI), penculikan berasal dari kata dasar “culik” yang 
artinya mencuri atau melarikan orang lain dengan maksud tertentu. 
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Kemudian ditambahkan awalan “pen” dan akhiran “an” yang artinya 
proses , cara , perbuatan menculik. 
Penculikan pada anak akan dikenakan pasal 330 ayat (1) KUHP 
dengan hukuman maksimal 7 tahun pidana penjara dan pasal 83 Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 
Adapun Pasal 330 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut: 
“Barangsiapa dengan sengaja menarik seorang yang belum 
cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang 
ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang 
berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling 
lama tujuh tahun” 
 
Sementara UU No.35 Tahun 2014 merupakan perubahan atas 
UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 83 dari Undang-
undang ini berbunyi sebagai berikut: 
 
“setiap orang yang melanggar Pasal 76F dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 
(enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah). 
 
Pasal 76F Undang-Undang No.35 Tahun 2014 sendiri berbunyi: 
“setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, 
menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, 
penjualan, dan/atau perdagangan anak” 
 
 
E. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan 
Kriminologi seperti banyak ilmu pengetahuan sosial lainnya 
lahir dalam abad ke-19 (1830) namun  sebelum lahirnya kriminologi 
sudah banyak pendapat dari para pakar tentang faktor penyebab 
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terjadinya kejahatan yang merupakan fase-fase pendahuluan yang 
berkembang dari zaman ke zaman, yakni sebagai berikut : 
a. Zaman Kuno 
Pada masa ini dikenal pendapat-pendapat dari Plato dan 
Aristoteles yang pada dasarnya menyatakan bahwa sebab – sebab 
terjadinya kejahatan ialah semakin tinggi penghargaan manusia 
atas kekayaan makin merosot penghargaan terhadap kesusilaan, 
demikian pula sebaliknya kemiskinan dapat mendorong manusia 
yang menderita kemiskinan untukmelakukan kejahatan dan 
pemberontakan. 
b. Zaman Abad Pertengahan  
Menurut Von Aquino (1226-1274) menyatakan bahwa : “Orang-
orang kaya yang hidup hanya berfoya-foya bila jatuh miskin 
mudah untuk mencuri”. 
c. Permulaan Zaman Baru 
Banyak dikemukakan pendapat tentang sebab-sebab 
kejahatan karena kemiskinan dan sebab-sebab sosial lainnya, 
juga masa ini dikenal sebagai masa penentangan terhadap 
hukuman yang terlalu kejam pada masa itu tampil tokoh-tokoh 
seperti montesqiu, Beccaria, dan lain-lain. 
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d. Masa sesudah Revolusi Perancis 
Sampai pada tahun 1830 mulai dikenal sebab-sebab 
kejahatan dari faktor-faktor sosial ekonomi,antropologi, dan 
psikologi. 
 
Teori penyebab kejahatan dari perspektif sosiologis yaitu :16 
1. Teori Asosiasi Deferensi (Differential Association) 
         Teori ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli 
sosiologi Amerika, E. H. Sutherland pada tahun 1934 dalam 
bukunya Priciple of Criminology . Sutherland menggunakan 
istilah Differential Association untuk menjelaskan proses belajar 
tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial itu. Menurutnya, 
mungkin saja seseorang melakukan kontak (hubungan) dengan 
“Definition favorable to violation of law” atau dengan “Definition 
unfavorable to violation of law”. Rasio dan definisi atau 
pandangan tentang kejahatan ini apakah pengaruh-pengaruh 
kriminal atau non-kriminal lebih kuat dalam kehidupan seseorang 
menentukan ia menganut tindak kejahatan sebagai suatu jalan 
hidup yang diterima. 
2. Teori Anomie 
Menurut Robert K, didalam suatu masyarakat yang 
berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidak 
                                                          
16 A.S..Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Makassar: Pustaka Refleksi, hlm. 45. 
34 
 
dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah 
mencapainya. Teori anomi dari Marton menekankan pentingnya 
dua unsur, yaitu (1) Cultural as piration atau culture goals yang 
diyakini berharga untuk diperjuangkan, dan (2) Institutionalized 
means atau accepted ways untuk mencapai tujuan itu. Jika suatu 
masyarakat stabil, dua unsur ini akan terintegrasi, dengan kata 
lain saran harus ada bagi setiap individu guna mencapai tujuan-
tujuan yang berharga bagi mereka. 
Berdasarkan perspektif di atas, struktur sosial merupakan 
akar dari masalah kejahatan (karena itu kadang-kadang 
pendekatan ini disebut a structural explanation). Selain ituteori ini 
berasumsi bahwa orang itu taat hukum , tetapi dibawah tekanan 
besar mereka akan melakukan kejahatan, disparitas antar tujuan 
dan sarana inilah yang memberikan tekanan tadi. 
3. Teori Kontrol Sosial (Social Control) 
Teori kontrol atau Control theory merujuk kepada setiap 
perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku 
manusia. Sementara itu, pengertia teori kontrol sosial merujuk 
kepada pembahasan delikuensi  dan kejahatan yang dikaitkan 
dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain : 
struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Dengan 
demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan 
teori kontrol lainnya. 
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          Pemunculan teori kontrol sosial ini diakibatkan tiga 
ragam perkembangan dan kriminologi. Ketiga ragam 
perkembangan dimaksud adalah : 
 Adanya reaksi terhadap labeling dan konflik dan 
kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku 
kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori 
ini berpijak) kurang menyukai kriminologi baru dan 
hendak kembali kepada subjek semula, yaitu: 
penjahat. 
 Munculnya studi tentang criminal justice sebagai 
suatu ilmu baru telah membawa pengaruh terhadap 
kriminologi menjadi lebih pragmatis danberorientasi 
kepada sistem. 
 Teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu 
teknik riset baru khususnya bagi tingkah laku 
anak/remaja. 
 
F. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Pengunaan upaya “penal” (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur 
masyarakat (lewat perundang-undangan) pada  hakikatnya merupakan 
bagian dari suatu langkah kebijakan (policy). Mengingat berbagai 
keterbatasan dan kelemahan hukum pidana sebagaimana dikemukakan 
diatas, maka dilihat dari sudut kebijakan, pengunaan atau intervensi 
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“penal” seyogyanya dilakukan dengan lebih berhati-hati, cermat, hemat, 
selektif dan limitatif. Dengan kata lain, saran penal tidak selalu harus 
dipanggil atau digunakan dalam setiap produk legislatif. 
 Pendekatan dengan sarana non penal mencakup area 
pencegahan kejahatan (crime prevention) yang sangat luas. Pencegahan 
kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal. 
Pernyataan yang sering diungkapkan dalam kongres-kongres PBB 
mengenai “the prevention of crime and the treatment of offenders”, yaitu: 
pertama, pencegahan kejahatan dan peradilan pidana janganlah 
diperlakukan atau dilihat sebagai sesuatu masalah yang terisolir dan 
ditangani dengan metode yang simplistik dan fragmentair, tapi 
seyogyanya dilihat sebagaim masalah yang lebih kompleks dan ditangani 
dengan kebijakan atau tindakan yang luas dan menyeluruh; kedua, 
pencegahan kejahatan harus didasarkan kepada penghapusan sebab-
sebab atau kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. 
Upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang 
demikian harus merupakan strategi pokok atau mendasar dalam upaya 
pencegahan kejahatan (the basic crime prevention strategy) ; ketiga, 
penyebab utama dari kejahatan dibanyak negara ialah ketimpangan 
sosial, deskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran 
dan hubungannya dengan pembangunan ekonomi, sistem politik, nilai-
nilai sosiokultural dan perubahan masyarakat, juga dalam hubungannya 
dengan tata ekonomi dunia internasional baru. 
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Berdasarkan pernyataan dalam kongres PBB diatas,  terlihat 
bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan tidak hanya akan 
menyembuhkan atau membina para terpidana (penjahat) saja, tetapi 
penanggulangan kejahatan dilakukan juga dengan upaya penyembuhan 
masyarakat, yaitu dengan menghapuskan sebab-sebab maupun kondisi-
kondisi yang menyebabkan terjadinya kejahatan. 
Jeremy Bentham pernah menyatakan bahwa janganlah pidana 
dikenakan/digunakan apabila groundless, needless, unprofitable, or 
inefficasious.17 Demikian pula Herbert L Packer (ibid) pernah 
mengingatkan bahwa:18 
“penggunaan sanksi pidana secara sembarangan/tidak pandang 
bulu/menyamaratakan (indiscriminately) dan dignakan secara 
paksa (coercively) akan menebabkan saran pidana itu menjadi 
suatu pengancam yang utama”. 
 
Telah diungkapkan di atas, bahwa keterbatasan hukum pidana 
dalam menanggulangi kejahatan antara lain karena penanggulangan atau 
“penyembuhan” lewat hukum pidana selama ini hanya merupakan 
penyembuhan/pengobatan simptomatis, bukan pengobatan kausatif, dan 
pemidanaannya hanya bersifat indivudial/personal, tidak bersifat 
fungsional/struktural. 
Dalam hal anak yang melakukan kejahatan perlu ditangani 
sedemikian rupa dengan memperhatikan masa depannya.perhatian 
                                                          
17 Barda Nawawi, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum 
Pidana, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 48. 
18 Ibid. 
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terhadap anak dapat dilihat  dari berbagai bentuk peraturan perundang-
undangan yang menyangkut perlindungan hak-hak anak, dan penegakna 
peraturan perundang-undangan tersebut.  
Kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat dicegah dengan 
mengefektifkan hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak. 
Hakikat yang terkandung dalam setiap proses hubungan antara orang tua 
dan anak, seyogyanya ada empat unsur, yaitu: 
a. Pengawasan melekat; pengawasan tipe ini meliputi usaha 
penginternalisasian nilai-nilai dan norma-norma yang kita 
kaitkan dengan rasa takut, rasa bersalah pada diri anak melalui 
proses pemberian pujian; 
b. Pengawasan tidak langsung; melalui penanganan keyakinan 
pada diri anak, agar timbul perasaan dari kehendak untuk tidak 
melukai atau membuat malu keluarga; 
c. Pengawasan langsung; lebih menenkankan kepada larangan 
dan pemberian nasihat pada anak; 
d. Pemuasan kebutuhan; berkaitan dengan kemampuan orang tua 
dalam mempersiapkan anak untuk sukses. 
 
 
Penanggulangan kejahatan emperik terdiri atas tiga bagian pokok yaitu:19 
1. Pre-Emptif 
                                                          
19 A.S.Alam, Op.Cit., hlm. 79. 
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Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emptif di sini adalah upaya-
upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah 
terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam 
penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah dengan 
menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-
norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada 
kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada 
niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi 
kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang 
meskipunada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari toeri 
NKK, yaitu: niat + kesempatan terjadi kejahatan. Contohnya, di 
tengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka 
pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas 
tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal 
ini selalu terjadi di banyakn negara seperti Singapura, Sydney, dan 
kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat 
tidak terjadi.  
2. Preventif 
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari 
upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum 
terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan 
adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. 
Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu 
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dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat 
penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan 
tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventi kesempatan 
ditutup. 
3. Represif 
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan 
yang tindakannya berupa pengakan hukum (law enforcement) 
dengan menjatuhkan hukuman. 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian untuk 
memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta, dan informasi 
yang diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang 
relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga  memiliki kualifikasi 
sebagai suatu sistem tulisan ilmiah yang proporsional.  
A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang di butuhkan dalam 
rangka penyusunan skripsi ini, maka penelitian dilakukan di Polrestabes 
Makassar. Selain itu penelitian juga akan dilakukan di Lembaga 
Perlindungan Anak Sulawesi Selatan.  
B. Jenis dan Sumber data   
Jenis dan sumber data yang terhimpun dari hasil penelitian ini 
diperoleh baik melalui penelitian lapangan, yang di golongkan ke dalam 2 
(dua) jenis data ,yaitu :   
1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 
responden melalui wawancara di lokasi penelitian.  
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan membaca buku-
buku, tulisan-tulisan, laporan hasil penelitian, peraturan 
perundangundangan yang berlaku serta literatur-literatur yang 
berhubungan dengan penulisan skripsi ini.  
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C. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh 
data dan informasi adalah sebagai berikut :  
1. Penelitian Lapangan (Field Research) adalah penelitian yang 
dilakukan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Data 
primer dikumpulkan oleh penulis dengan menggunakan teknik 
pengumpulan data melalui wawancara, sedangkan data sekunder  
diperoleh melalui data tertulis .  
2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) adalah penelitian yang 
dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan menelaah 
buku-buku, peraturan perundang-undangan dan data yang 
didapatkan dari penulisan melalui berbagai media yang ada 
hubungannya dengan penulisan skripsi ini .   
D. Analisis Data   
Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder  
dianalisis dengan teknik kualitatif dan disajikan secara deskriptif.  
1. Deskriptif 
yaitu metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan 
sebenarnya di lapangan. 
2. Kualitatif  
Yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan 
menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut 
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kualitas dan sebenarnya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori 
yang diperoleh dari studi kepustakaan yang menghasilkan data 
deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden 
secara tertulis atau lisan, dan juga pelakunya yang nyata, yang 
diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, sehingga peneliti 
dapat menarik sebuah kesimpulan dan memberikan saran atas 
permasalahan yang akan diteliti. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Perkembangan Kejahatan Penculikan Anak di Kota Makassar 
Tahun 2014 sampai 2016 
Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data selama tiga tahun 
terakhir mulai dari tahun 2014 sampai dengan 2016. Berdasarkan data 
yang diperoleh, tindak kejahatan penculikan anak di daerah hukum Kota 
Makassar menunjukkan hasil yang fluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada 
table intensitas kejahatan penculikan anak di Polrestabes Makassar dari 
tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 di bawah ini: 
Tabel 1: Jumlah Kasus Penculikan Anak di Kota Makassar 
Tahun Kejahatan Penculikan Anak 
2014 4 
2015 3 
2016 4 
Jumlah 11 
Sumber Data : Polrestabes Makassar, 2016 
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus 
kejahatan penculikan anak yang paling banyak dilakukan yaitu sebanyak 4 
(empat) kasus di tahun 2014 dan 2016. Sedangkan jumlah kasus 
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kejahatan penculikan anak yang terendah yaitu sebanyak 3 (tiga) kasus 
pada tahun 2015. 
Selanjutnya untuk mengetahui klasifikasi usia korban penculikan 
anak dapt dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 2: klasifikasi usia korban penculikan anak 
Usia 2014 2015 2016 
Balita  1 1 
5-10 Tahun 1  1 
11-16 Tahun 2 3 1 
Jumlah 3 4 3 
Sumber: Polrestabes Makassar 2017 
Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa jumlah korban terbanyak terjadi 
pada tahun 2015 dengan jumlah 4 korban penculikan yang terdiri dari 1 
korban usia Balita dan 3 korban berusia antara 11 hingga 16 tahun. 
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B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan 
Penculikan Anak di Kota Makassar 
Ada dua faktor yang dapat menyebabkan terjadinya suatu 
kejahatan. Yang pertama adalah adanya niat dari pelaku kejahatan dan 
yang kedua karena adanya kesempatan. Niat adalah faktor yang berasal 
dari dalam diri pelaku. Sedangkan kesempatan merupakan faktor yang 
berasal dari dalam diri korban. Hal ini disebabkan karena adanya suatu 
tindakan atau tingkah laku korban sehingga mendorong pelaku yang pada 
awalnya tidak memiliki niat, justru menjadi berniat untuk melakukan 
kejahatan. 
Berdasarkan wawancara (17 Januari 2017) dengan IPTU Yuliman, 
Kasubnit 2 Unit 6 Polrestabes Makassar, mengungkapkan bahwa faktor 
penyebab terjadinya kejahatan penculikan anak terdiri atas 2 faktor, yaitu 
faktor dari segi pelaku yang terdiri dari faktor ekonomi (35%) faktor 
dendam(29%), dan faktor lingkungan (20%) selain itu faktor dari segi 
korban jg memiliki andil dalam terjadinya suatu kejahatan (16%) 
Tabel 3: Jumlah Persentase Faktor Penyebab Penculikan Anak 
Faktor Penyebab Penculikan Anak Persentase 
Faktor Ekonomi 35% 
Faktor Dendam 29% 
Faktor Lingkungan 20% 
Faktor dari diri Korban 16% 
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Jumlah 100% 
Sumber: Data Polrestabes Makassar 2017 
Faktor penyebab terjadinya penculikan anak di Kota Makassar 
1. Faktor dari segi pelaku 
a. Faktor ekonomi 
Faktor ekonomi dari sisi pelaku merupakan faktor utama 
yang memberikan andil dalam menyebabkan terjadinya 
kejahatan penculikan anak. Hal ini dapat dilihat dari sebuah 
kasus pada tahun 2016. 3 orang pria menculik seorang 
balita berumur 2 tahun dan meminta tebusan karena pelaku 
mengetahui bahwa balita tersebut merupakan anak dari orag 
kaya. Dari contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa 
masyarakat dengan tingkat perekonomian menengah ke 
bawah sangat rentan melakukan kejahatan untuk 
menghasilkan uang. Dan yang menjadi korban kejahatan 
cenderung anak-anak di bawah umur. 
b. Faktor dendam 
Tidak menutup kemungkinan alasan pelaku melakukan 
kejahatan penculikan anak karena mempunyai dendam baik 
kepada orang tua korban maupun korban itu sendiri, 
sehingga untuk melampiaskan dendam, pelaku melakukan 
aksi penculikan terhadap anak tersebut. Seperti kasus pada 
tahun 2015 yang dialami oleh Riski (16 tahun) yang diculik 
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oleh Tahir (34 tahun) karena alasan dendam terhadap diri 
korban, karena pelaku pernah ditolak cintanya oleh korban. 
Sehingga pelaku sakit hati dan tidak terima dengan 
penolakan korban. Pelaku kemudian merasa kesal dan 
emosi dan akhirnya pelaku menculik korban ketika korban 
pulang dari sekolah. 
c. Faktor Lingkungan 
Faktor lingkungan disini juga ikut memberikan posisi 
tersendiri terhadap pelaku dalam melakukan aksi kejahatan. 
Lingkungan juga memberi kesempatan kepada 
seseoranguntuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar 
aturan. Sikap kurang perhatian dari keluarga dan lingkungan 
si anak dapat menjadi penyebab terjadinya kejahatan. Orang 
tua bersikap lalai dan kurang menghimbau anaknya untuk 
tidak pergi ke tempat-tempat sepi dan tidak mudah 
terpengaruh terhadap ajakan orang yang tidak dikenal. 
2. Faktor dari segi korban 
Selain faktor dari segi pelaku, kejahatan juga dapat terjadi 
akibat dari faktor si korban itu sendiri. Orang tua kadang kala 
selalu memanjakan si anak dengan memberikan barang-
barang mewah yang justru memancing seseorang untuk 
melakukan kejahatan serta kurangnya pengawasan orang tua 
49 
 
untuk menghimbau anaknya agar tidak berada di tempat yang 
sepi yang dapat mendukung terjadinya suatu kejahatan. 
 
C. Upaya-Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan 
Penculikan Anak di Kota Makassar 
Upaya penanggulangan kejahatan penculikan terhadap anak telah 
dan terus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun 
masyarakat pada umumnya. Berbagai program dan kegiatan telah 
dilaksansakan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif 
untuk mengatasi masalah tersebut. 
Pandangan hukum menjeleskan bahwa kejahatan akan selalu ada 
jika ada kesempatan untuk melakukannya sampai berulang kali. Pelaku 
dan korban yakni berkedudukan sebagai partisipan baik secara aktif 
maupun pasif dalam suatu kejahatan. Disamping hal tersebut, korban juga 
membentuk pelaku tindak pidana dengan sengaja atau tidak sengaja 
dalam kaitannya dengan situasi dan kondisi masing-masing. Sehingga 
antara korban dengan pelaku itu terdapat hubungan fungsional. 
Berdasarkan hal tersebut diatas, dapatlah sedikit banyak diketahui 
bahwa tindak pidana itu tidak dapat dihapus/dilenyapkan begitu saja di 
muka bumi ini, akan tetapi hal itu dapat diusahakan guna untuk 
meminimalisir kejahatan dalam masyarakat. Sehingga setiap usaha 
penanggulangan dan penyelesaian permasalahan manusia harus 
dilakukan secara konseptual, hal ini didasari atas tujuan ada suatu 
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konsepsi tertentu yang bersifat positif. Bahwa dalam melakukan tindakan 
atau usaha tersebut harus berwawasan, bertujuan dan bersifat 
perlindungan anak yang tidak menimbulkan kerugian pada korban baik 
mental, fisik, dan sosial. 
Dari hasil wawancara (17 Januari 2017) dengan IPTU. Yuliman 
(Kasubnit 2 Unit 6 Polrestabes Makassar), maka penulis dapat 
menyimpulkan bahwa untuk menanggulangi kejahatan penculikan 
terhadap anak ada beberapa metode yang dapat dilakukan, yaitu: 
1. Upaya Preventif 
Upaya preventif adalah upaya yang ditujukan guna untuk 
menghilangkan kesempatan terjadinya kejahatan penculikan 
terhadap anak. Upaya ini sering kali dikenal dengan upaya awal 
yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang dalam hal ini 
pihak kepolisian Polrestabes Makassar untuk mencegah 
terjadinya korban kejahatan penculikan anak. 
Kemudian IPTU. Yuliman mengatakan bahwa upaya-upaya 
preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya 
kejahatan penculikan terhadap anak diantaranya: 
- Dengan bantuan BINMAS (Bina Mitra Masyarakat) ditiap 
kelurahan dilakukan penyuluhan hukum diberbagai tempat, 
hal ini diharapkan mampu menekan laju perkembangan 
kejahatan penculikan anak. 
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- Aparat Hukum bekerjasama dengan pihak swadaya 
masyarakat (LSM) khususnya Lembaga Perlindungan Anak 
(LPA) kota Makassar yang secara bersama-sama 
menghimbau kepada masyarakat agar tidak lengah dalam 
melakukan pengawasan terhadap anak dengan cara 
mengadakan pembinaan keluarga mengenai pengawasan. 
Bentuk penanggulangan kejahatan secara preventif ini untuk 
mencegah terjadinya/timbulnya kejahatan yang pertama kali karena 
mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik pelaku 
menjadi lebih baik kembali. 
2. Upaya Represif 
Upaya represif adalah upaya atau tindakan yang dilakukan 
untuk memberantas kejahatan penculikan terhadap anak 
dengan memberikan sanksi yang tegas dan konsisten yang 
diarahkan kepada pihak pelaku agar para pelaku jera dan tidak 
mengulangi lagi perbuatannya, yaitu: 
- Membentuk tim dari kepolisian untuk menangani atau 
menyelidiki masalah kejahatan yang dialami oleh anak. 
- Melakukan pencarian terhadap pelaku yang melarikan diri 
setelah kasusnya terbongkar dan diketahui siapa pelakunya. 
- Menjatuhkan sanksi hukuman seberat-beratnya kepada 
pelaku tidak hanya bersifat menghukum tetapi juga membuat 
jeraku pelaku kejahatan penculikan terhadap anak. 
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- Disamping melakukan program-program yang ada, orang tua 
sebagai subjek yang paling dekat dengan anak, haruslah 
senantiasa mengawasi pola hidup anak. Tidak memanjakan 
anak dengan memberikannya barang-barang mewah yang 
akan memancing timbulnya kejahatan. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari uraian pada bab hasil penelitian dan pembahasan, dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya kejahatan penculikan 
anak terdiri atas 2 faktor, yaitu faktor dari segi pelaku itu sendiri 
dan faktor dari segi korban, yaitu: 
1. Faktor dari segi pelaku meliputi : 
a. Karena adanya faktor ekonomi 
b. Karena adanya faktor dendam 
c. Karena adanya faktor lingkungan 
2. Faktor dari segi korban 
Orang tua kadang kala selalu memanjakan si anak dengan 
memberikan barang-barang mewah yang justru memancing 
seseorang untuk melakukan kejahatan serta kurangnya 
pengawasan orang tua untuk menghimbau anaknya agar tidak 
berada di tempat yang sepi yang dapat mendukung terjadinya 
suatu kejahatan. 
2. Dalam menanggulangi kejahatan penculikan anak, pihak kepolisian 
telah mengupayakan dengan melakukan tindakan terhadap para 
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pelaku kejahatan penculikan anak dengan melakukan upaya 
preventif dan upaya represif. 
 
B. Saran 
Adapun saran yang Penulis dapat berikan sehubungan dengan 
penulisan skripsi ini adalah : 
1. Pihak keluarga merupakan bagian yang paling penting dan 
mendasar dari pencegahan terjadinya suatu kejahatan, khususnya 
suatu kejahatan penculikan anak. Dengan demikian, orang tua 
diharapkan untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak 
agar tidak menjadi korban kejahatan penculikan anak karena 
kejahatan ini dapat terjadi kapan saja, dimana saja, dan oleh siapa 
saja. 
2. Anak korban penculikan sebaiknya diperiksakan kejiwaannya 
kepsikiater dalam hal pemulihan kejiwaan anak. Hal ini 
dikarenakan anak memiliki sifat traumatis yang tinggi. 
3. Hendaknya penyuluhan dan bimbingan serta sosialisasi dapat 
dilaksanakan oleh semua unsur baik oleh pemerintah, non 
pemerintah maupun aparat penegak hukum kepadamasyarakat 
yang dilakukan secara langsung dilapangan maupun melalui 
media massa seperti siaran radio, siaran televise dan surat kabar 
dengan metode penyampaian yang menarik dan dalam bahasa 
yang mudah dimengerti. 
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4. Diharapkan kepada aparat hukum yang terkait dengan masalah 
kejahatan penculikan anak ini agar menjatuhkan sanksi yang 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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